l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan muncul sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia
yang tidak terbatas, perusahaan mendatangkan keuntungan materi bagi siapa pun
yang berhasil menggerakkan dan memanfaatkannya, perusahaan juga mempunyai
andil yang besar dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional, hal
tersebut dapat dilihat dalam peran perusahaan dalam memberikan pendapatan

kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.

Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi riil akan
salah satu permasalahan nasional yaitu pengangguran (Korhenen, 2006).
Perusahaan menggerakkan masyarakat yang berada disekitar perusahaan untuk
melakukan aktivitas yang bersifat produktif yaitu bekerja. Secara langsung maka
peran perusahaan adalah berhubungan erat dalam menciptakan stabilitas

perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Perusahaan juga memberikan kontribusi kepada negara baik secara langsung
maupun tidak langsung. Kontribusi langsung perusahaan berupa penerimaan
negara yang bersumber dari pendapatan pajak, setoran dividen dan privatisasi,

serta berupa belanja negara melalui subsidi.



Sedangkan kontribusi tidak langsung berupa multiplier effect bagi perkembangan
perekonomian nasional. Oleh karena itu, hadirnya perusahaan di masyarakat pasti
berhubungan erat dengan lingkungan masyarakat dan terutama pemerintah daerah
yang juga mendapat keuntungan dari kontribusi yang diberikan suatu perusahaan
kepada daerahnya. Berikut disajikan contoh kontribusi yang diberikan sebuah
perusahaan BUMN bidang perkebunan yaitu PTPN 7 UU Beringin kepada

Pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel 1. Kontribusi PTPN 7 UU Beringin Kepada Negara

No Pajak Pusat 2011 2012 2013
1 PBB 568,896,124 568,896,124 724,978,306
2 PPh Pasal 21 391,490,265 789,755,190 363,703,435
3 PPh Pasal 22 10,495,393 - -
4 PPh Pasal 23 53,339,944 120,481,566 266,419,907
Jumlah 1,024,221,726 1,479,132,880 1,355,101,68
No Pajak Daerah 2011 2012 2013
1 I1zin Industri Perkebunan 33,332,000 -
2 Retribusi Pemanfaatan Air 250,081,381 563,422,910
Jumlah 283,413,381 563,422,910

Sumber: PTPN 7 Unit Usaha Beringin

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dengan kehadiran Unit Usaha PTPN 7
memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah baik pusat maupun daerah,
belum lagi dengan perekrutan karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar dan
juga masyarakat yang dijadikan mitra perusahaan dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya. Maka tidak berlebihan jika disebut pembangunan industri
sebenarnya memiliki dampak positif dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan
produktifitas ekonomi, dan dapat menjadi aset pembangunan nasional maupun

daerah.

Tetapi, sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa kehadiran suatu perusahaan juga

menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan, dan tentunya juga



habitat manusia. Banyak perusahaan yang dengan kehadirannya malah
menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi dan
kerusakan alam lainnya yang merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitar

perusahaan (Carrol, 2010).

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggung-jawaban
perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh
beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut kepedulian
perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula terhadap berbagai

dampak sosial yang ditimbulkannya.

Perusahaan juga mestinya memperhatikan aspek triple bottom lines (Elkington,
1997) yang selain mencakup aspek finansial juga terdapat aspek sosial serta aspek
lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar dapat menjaga
kelangsungan aktivitas bisnis perusahaan. Karena kondisi keuangan saja tidak
cukup menjamin perusahaan dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya di

masa yang akan datang.

Menurut Idris (2005) keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan
dapat memperhatikan dimensi sosial masyarakat dan lingkungan. Sudah menjadi
fakta bagaimana masyarakat dapat menjadi sangat marah terhadap perusahaan
yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan dan lingkungan
yang kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dapat membuat

perusahaan berhenti beroperasi di lingkungan tersebut.



Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada
tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata,
yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga
harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi
sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya,
melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya

(Bassen, 2005).

Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan
finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Keberlanjutannya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait
lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan (Rudito 2004). Sudah banyak contoh
kasus terjadi terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam
melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial
disekitarnya khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya alam.

Seperti di PTPN 7 Unit Usaha Beringin dalam beberapa waktu belakangan ini
terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan seperti pendudukan lahan di
afdeling 3 dan afdeling 5, terjadinya intimidasi kepada karyawan perusahaan
banyaknya pencurian hingga mencapai puncaknya adalah pembakaran mess

karyawan yang dilakukan masyarakat sekitar perusahaan.

Banyaknya permasalahan yang terjadi banyak disebabkan oleh aktifitas
perusahaan yang kurang memberikan perhatian kepada masyarakat sekitarnya,

terutama hal ini disebabkan juga oleh kesejahteraan masyarakat yang kurang baik



sehingga membuat masyarakat berani melawan perusahaan untuk
memperjuangkan hal-haknya (Calvano, 2008). Sebenarnya menentramkan
masyarakat sekitar bukan perkara berat asal perusahaan memenuhi kewajiban
untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan
sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu, sudah biasa dilakukan

oleh perusahaan-perusahaan diluar negeri (Ursula, 2008).

Namun berbeda dengan kondisi Indonesia disini kegiatan CSR baru dimulai
beberapa tahun belakangan (Jackie, 2008). Tuntutan masyarakat dan
perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas saat ini,
sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Fauzi, 2008).

Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-
undangan dalam lingkup hukum perusahaan tapi belum banyak yang efektif
disamping itu dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR. Bagi
kebanyakan perusahaan, CSR dianggap sebagai parasit yang dapat membebani
biaya capital maintenance, kalaupun ada yang melakukan CSR itu pun dilakukan
untuk adu gengsi, dan jarang ada program CSR yang memberikan kontribusi

langsung kepada masyarakat (Chua, 2008).

Disamping itu, masih terjadi wacana, penolakan keras dari kalangan pelaku bisnis
beraliran kapitalisme yang selama ini beranggapan bahwa perusahaan merasa
telah patuh membayar pajak kepada pemerintah (Ruggie, 2008), seharusnya tidak
perlu lagi memperhatikan dan bahkan dapat menolak memberikan dana

sumbangan wajib terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)



terhadap kesejahteraan sosial masyarakat (Utting, 2005), apa lagi harus diatur
melalui peraturan Undang-Undang atau hukum yang mewajibkan memberikan
sumbangan dengan presentase tertentu dari nilai profit atau komponen biaya
lainnya yang dipotong khusus demi sumbangan pelaksanaan program CSR

tersebut (Zamagni, 2003).

Menurut pendapat Thurow (1996) yang menulis buku berjudul The Future of
Capitalism, didalamnya tertulis ungkapan untuk menolak CSR. Throuw
berpendapat There is no social must in capitalim artinya tidak ada namanya aspek
sosial dalam pandangan kapitalisme karena kewajiban CSR adalah sebagai
tindakan amoral dan sebuah perusahaan wajib memaksimalkan laba yang

sebanyak-banyaknya.

Selanjutnya Friedman (1970) menyatakan secara keras bahwa, there is one and
only one social responsibility in business, to use its resources and engage in
activities designed to increase its profits. Sesungguhnya CSR bukanlah menjadi
tanggung jawab perusahaan, dan kegiatan bisnis yang dirancang khusus adalah
menambah keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebab tugas untuk tanggung
jawab sosial dan kelestarian lingkungan tersebut merupakan amanah yang hanya
dibebankan ke pihak pemerintah yang selama ini telah memungut pajak terhadap

perusahaan-perusahaan.

Dalam hal kebijakan, perhatian terhadap CSR dari pemerintah Republik
Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40
Tahun 2007) Bab V Pasal 74. Walaupun hanya mewajibkan pelaksanaan aktivitas

CSR untuk perusahaan di bidang pertambangan, Undang-undang tersebut



menimbulkan kontrovesi dikarenakan kebijakan tersebut mewajibkan aktivitas
CSR bukan merupakan suatu kebijakan umum yang dilakukan di negara-negara
lain. Kontrovesi juga timbul karena adanya kekhawatiran munculnya peraturan

pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha (Bangun, 2009).

Dalam menyikapi persoalan CSR, terdapat pendapat yang setuju dan juga yang
menolaknya. Argumentasi yang mendukung menyatakan bahwa CSR diperlukan
untuk hal-hal sebagai berikut (Anne, 2005):

1. Menyeimbangkan antara kekuatan korporasi dengan aspek tanggung jawab

2. Mengurangi adanya regulasi pemerintah yang berlebihan.

3. Meningkatkan keuntungan jangka panjang

4. Meningkatkan nilai dan reputasi korporasi

5. Memperbaiki permasalahan sosial yang disebabkan oleh perusahaan.

Kemudian Kotler (2005) menambahkan dengan menekankan pada aspek bisnis
yaitu, CSR dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar,
memperkuat posisi merek dagang, meningkatkan kemampuan untuk menarik,
memotivasi dan memelihara karyawan lalu dapat menurunkan biaya operasi
hingga dapat menarik minat investor dan para analis keuangan. Sedangkan
argumentasi yang menentang menyatakan bahwa pada dasarnya CSR hanya
(Anne, 2005):

1. Menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan usaha

2. Membuat biaya perusahaan lebih tinggi dibandingkan kompetitornya.

3. Menimbulkan biaya tersembunyi yang secara tidak langsung akan dibebankan

kepada stakeholder



4. Mensyaratkan tambahan kemampuan sosial yang sebenarnya tidak dimiliki oleh
perusahaan
5. Membebankan tanggung jawab kepada perusahaan yang seharusnya

dibebankan kepada individu

Sejauh ini CSR yang dilaksanakan perusahaan perkebunan masih dianggap belum
memenuhi harapan masyarakat terutama dalam jumlah alokasi dana. Bahkan
dipersepsikan seolah perusahaan perkebunan tidak terlalu memperhatikan daerah
tempatnya berbasis (Ibrahim, 2006). Dari kenyataan di lapangan, sesungguhnya
itu sangat tidak logis kalau disebut perusahaan-perusahaan perkebunan tidak

memberi kontribusi apa-apa kepada daerah.

Bukankah selama ini perusahaan perkebunan besar telah membuka lapangan kerja
baru, memberikan kontribusi pada pajak dan restribusi daerah, membina
lingkungan sekitar kebun dan memberdayakan masyarakat tempat dimana
perkebunan itu berada (Reza, 2009). Lalu kenapa masih disebut-sebut bahwa
kontribusi perusahaan perkebunan amat kecil dan bahkan dianggap tidak
memperhatikan daerah tempatnya berbasis. Seperti program CSR yang
dilaksanakan PTPN 7 UU Beringin selama ini telah menggelontorkan dana yang
cukup besar untuk pelaksanaan program CSR yang sudah di amanatkan oleh UU.
Berikut disajikan data dana CSR yang dilakukan oleh UU Beringin.

Tabel 2. Dana CSR PTPN 7 UU Beringin

No Tahun Bina Lingkungan Program Kemitraan Jumlah
1 2009 409,107,000 37,500,000 446,607,000
2 2010 113,070,000 63,000,000 176,070,000
3 2011 59,600,000 108,000,000 167,600,000
4 2012 116,200,000 309,000,000 425,200,000
5 2013 139,800,000 64,000,000 203,800,000

Sumber: PTPN 7 Unit Usaha Beringin



Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat dana yang diberikan oleh perusahaan cukup
bervariatif setiap tahun dan untuk sebuah Unit Usaha perusahaan dana yang
digelontorkan bisa dibilang cukup besar, dan jika dihitung jumlah total dana CSR
yang dilakukan oleh PTPN 7 (Pusat Bandar Lampung) total dana yang
dikeluarkan untuk program bina lingkungan pada tahun 2013 adalah
Rp.7.627.705.293 dan dana untuk program  kemitraan = mencapai

Rp.13.501.500.000.

Jika dilihat dari beberapa contoh masalah yang dialami oleh PTPN 7 UU
Beringin, ternyata ada ketidaksesuaian antara masalah sosial yang dialami oleh
masyarakat disekitar perusahaan terhadap perusahaan yang sudah melakukan
kewajibannya dan hal ini memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan
meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang

berlipat.

Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak
bisa menjadi hal marginal. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan aspek
penting yang harus dilakukan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.
Singkatnya, konsep CSR secara umum mengandung makna, perusahaan atau
pelaku bisnis memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal,

ekonomi, etis, dan lingkungan (Beckmann, 2007).

Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi,
seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan
kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang

manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen,
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sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi
antar negara (Jamali, 2008). Berdasarkan uraian-uraian latar belakang yang sudah
dipaparkan, penulis tertarik menulis tentang Analisis Implementasi program

CSR PTPN 7 Unit Usaha Beringin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program bina lingkungan CSR PTPN 7 UU
Beringin terhadap kesejahteraan masyarakat dilingkungan PTPN 7 Unit
Usaha Beringin Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan ?

2. Bagaimana implementasi program kemitraan CSR PTPN 7 UU Beringin
terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dilingkungan PTPN 7

Unit Usaha Beringin Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak implementasi CSR program bina lingkungan
terhadap kesejahteraan masyarakat dilingkungan PTPN 7 Unit Usaha
Beringin Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui dampak implementasi CSR program kemitraan terhadap
peningkatan perekonomian masyarakat dilingkungan PTPN 7 Unit Usaha

Beringin Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
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D. Manfaat Penelitian

1.  Secara teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi
penyempurnaan perangkat peraturan mengenai CSR khususnya badan usaha
yang berbentuk BUMN, umumnya dan bentuk badan usaha perseroan
lainnya.

2. Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada kantor PTPN 7 Unit Usaha
Beringin agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan, pertimbangan
dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan

perusahaan.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini tidak semua aspek akan diteliti maka dari itu dalam
penelitian ini dibatasi oleh waktu pelaksanaan program CSR yang dilakukan

PTPN 7 Unit Usaha Beringin dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009-2013.

F.  Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara yang menentukan bahwa perusahaan BUMN harus menyisihkan sebagian
laba bersihnya untuk keperluan pembina usaha kecil/koperasi serta pembinaan
masyarakat sekitar BUMN. Dengan Demikian PTPN 7 yang termasuk BUMN
bukan saja harus mendukung keberadaan perekonomian masyarakat tetapi juga

harus mendukung program sosial lainnya.
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Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang
program kemitraaan dan program bina lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh
setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatanya. Sehingga perusahaan dapat
menjalankan kegiatan operasionalnya dengan tenang dan masyarakat disekitar
perusahaan pun merasakan dampak baik dengan kehadiran perusahaan tersebut.
Dan aspek penilaian kesejahteraan menurut Maka dari penjelasan tentang
kewajiban perusahaan BUMN dalam menjalankan program CSR, maka dibuat

gambar kerangka berfikir seperti yang ada dibawabh ini.

CSR
PTPN

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa PTPN 7 melakukan program CSR yang
terdiri dari 2 program yaitu program bina lingkungan (X;) dan program kemitraan
(X2) yang jika kedua program tersebut dijalankan dengan baik maka bertujuan
dapat mensejahterakan masyarakat (Y) yang berada disekitar perusahaan

beroperasi.
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G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, oleh karena

itu rumusan masalah penelitian biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan

(Azwar, 1998). Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada dan kerangka

pemikiran yang telah dikemukakan, maka dapat diperoleh suatu hipotesis yaitu:

1.  Diduga implementasi Corporate Social Responsibility dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat dalam program kemitraan PTPN 7 Unit Usaha
Beringin Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera berdampak positif
terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

2. Diduga Corporate Social Responsibility dalam program bina lingkungan
berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan PTPN 7

Unit Usaha Beringin Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.



